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PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mna
ZTAE e 2
Skl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan
hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai tambak udang,
pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kabupaten Kaur, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koprasi BRI,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23
September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Manna dengan register perkara nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 23
September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah
pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 dengan wali nikah ayah
Termohon, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: NOAKTN yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 1
September 2014;
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2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul
sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama ANAK I,
laki-laki, berumur 1 tahun1l Bulan dan anak ke dua bernama ANAK II, laki-

laki berumur 5 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di
JLN SD 17 selama lebih kurang 3 tahun, terakhir tinggal dirumah kediaman

bersama di Kelurahan Kayu Kunyit, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama
lebih kurang 3 tahun, kemudian sejak bulan September 2017 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara

Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
a. Tidak mau ikut suami;
b. Tidak mau berpisah dengan orang tua;
c. lkut campur tangan orang tua;

6. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan
Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2018,
(Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon
pulang kerumah orang tua, Termohon, selama berpisah Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon

telah berpisah selama lebih kurang 9 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon

tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasatidak mungkin
lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik
adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai
berikut:
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PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Manna;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon hadir di
persidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap ataupun mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun
menurut relaas nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam
persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan,
sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon di persidangan sekalipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dinyatakan Pemohon tidak
bersungguh-sungguh dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Pemohon
yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada keterangan serta tidak
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka perkaranya dapat
digugurkan dan Pemohon dibebani membayar biaya perkara dengan tidak
mengurangi haknya untuk mengajukan perkara kembali setelah Pemohon
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membayar biaya perkara, maka oleh sebab itu perkara ini digugurkan

sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 20
November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23Rabiul Awal 1441 Hijriah
oleh Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Dansahari, SH sebagai
Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Rojudin, S. Ag., M. Ag
Panitera Pengganti,

Dansahari, SH
Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp310.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
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5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
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